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ABSTRAK 

 

 Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat pada dasarnya dimaksudkan 

untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat guna 

melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman tersebut meliputi perasaan tenang, tanpa ada 

kekhawatiran maupun ancaman yang dapat meresahkan dan merugikan  masyarakat. Kerugian 

tersebut tidak hanya lingkup keperdataan, namun  juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan 

raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, 

sedangkan jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis. 
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ABSTRACT 

 

 The presence of criminal law in society is basically intended to provide a sense of 

security to individuals and groups in society to carry out their daily activities. This sense of 

security includes a feeling of calm, without any worries or threats that can disturb and harm the 

community. The losses are not only civil in scope, but also include losses to body and soul. The 

body in this case includes the body which is also related to one's life, while the soul in this case 

includes feelings or psychic states. 
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PENERAPAN UNSUR PERENCANAAN LEBIH DAHULU (VOORBEDACHTE RADE) DALAM TINDAK 

PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (MOORD) 

(Studi Putusan Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Sml.) 

I. PENDAHULUAN 

 Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat pada dasarnya 

dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam 

masyarakat guna melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman tersebut meliputi 

perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran maupun ancaman yang dapat meresahkan dan 

merugikan  masyarakat. Kerugian tersebut tidak hanya lingkup keperdataan, namun  

juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh 

yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa dalam hal ini mencakup 

perasaan atau keadaan psikis. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdiri dari 3 (tiga) buku. Buku 

kesatu mengatur tentang aturan-aturan umum, buku kedua  mengatur tentang kejahatan, 

dan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Kejahatan sebagaimana diatur didalam 

buku kedua KUHP sasarannya berbeda-beda, salah satunya adalah kejahatan terhadap 

nyawa yang biasa disebut dengan pembunuhan. 

Pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang diatur di  dalam 

Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai dengan 

Pasal 350 KUHP. Tindak pidana pembunuhan dibedakan antara pembunuhan biasa 

(doodslag) dan pembunuhan berencana (moord). Adanya perencanaan lebih dahulu 

(voorbedachte rade) adalah salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam pembuktian 

perkara pembunuhan berencana dan sekaligus yang membedakan dengan pembunuhan 

biasa. 



 

 

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, khususnya 

pembunuhan berencana harus didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang 

cukup, sehingga tidak hanya kebenaran dan kepastian hukum yang ingin diperoleh, 

tetapi juga keadilan, baik bagi  pelaku maupun korban dan keluarga korban. 

Namun demikian dalam praktek peradilan secara kasuistis terkadang 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  putusan tidak sesuai dengan fakta hukum 

yang sebenarnya maupun yang terungkap di depan persidangan, sehingga putusan 

hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama bagi pihak korban dan 

keluarga korban, sebagaimana putusan hakim dalam Perkara Pidana Nomor : 

6/Pid.B/2016/PN.Sml. 

Dalam perkara tersebut, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara 

Subsidair. Dakwaan primair adalah pembunuhan berencana (moord), yakni dengan 

sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diatur dalam 

Pasal 340 KUHP. Dakwaan Subsidair adalah pembunuhan biasa, yakni dengan sengaja 

merampas nyawa orang lain, diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dakwaan lebih Subsidair 

adalah dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati, diatur dalam 

Pasal 354 ayat (2) KUHP. Dakwaan lebih Subsidair lagi adalah dengan sengaja 

melakukan penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang, diatur dalam Pasal 351 

ayat (3) KUHP. 

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun kejadian yang 

sebenarnya, lebih tepat dan adil bila Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan 

pembunuhan berencana. Akan tetapi dalam perkara tersebut hakim berpendapat dan 

berkeyakinan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti adalah melakukan pembunuhan 



 

 

biasa, dengan alasan dan pertimbangan unsur perencanaan lebih dahulu tidak terbukti. 

Berpijak pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji serta 

menganalisis penerapan unsur perencanaan lebih dahulu (voorbedachte rade) dalam 

tindak pidana pembunuhan berencana dalam suata karya ilmiah berbentuk skripsi yang 

berjudul: ”PENERAPAN UNSUR PERENCANAAN LEBIH DAHULU (VOORBEDACHTE 

RADE) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (MOORD)”. ( Studi Putusan 

Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Sml.) 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. 

Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah sehingga karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. 

Oleh karena itu dalam mencari informasi mengenai isu hukum, peneliti melakukan pendekatan-

pendekatan yang sesuai dengan penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (statute 

aproach) dan Pendekatan konseptual (conceptual aproach).  

(1) Pendekatan undang-undang (statute aproach) dilakukan dengan  menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang ada sangkut-pautnya dengan isu hukum yang sedang diteliti. 

(2) Pendekatan konseptual (conceptual aproach) dilakukan apabila penelitian tidak beranjak 

dari aturan hukum yang ada. 



 

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENERAPAN UNSUR PERENCANAAN LEBIH DAHULU (VOORBEDACHTE 

RADE) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (MOORD) 

(Studi Putusan Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Sml.)  

 Sehubungan dengan perbuatan Sadrak Lirmammana diamankan di kantor 

kepolisian. Setelah dilakukan penyidikan dan berkas perkara dinyatakan lengkap oleh 

kejaksaan Terdakwa Sadrak Lirmammana dihadapkan ke sidang pengadilan dengan 

dakwaan berbentuk Subsider sebagai berikut :  

a. Dakwaan Primair 

Terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana (moord), yakni dengan 

sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diatur dalam 

Pasal 340 KUHP.  

b. Dakwaan Subsidair  

Terdakwa didakwa melakukan pembunuhan biasa, yakni dengan sengaja 

merampas nyawa orang lain, diatur dalam Pasal 338 KUHP. 

c. Dakwaan lebih Subsidair  

Terdakwa didakwa dengan sengaja melukai berat orang lain yang 

mengakibatkan mati, diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.  

d. Dakwaan lebih Subsidair lagi 

 Terdakwa didakwa dengan sengaja melakukan penganiyaan yang 

mengakibatkan matinya orang, diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. 

Pada tahap pembuktian Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa saksi-

saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut : 



 

 

1. Keterangan Saksi  

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sering dijadikan sebagai 

pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sepanjang alat bukti saksi tersebut 

sah dan didukung oleh alat bukti yang lain maupun barang bukti yang ada. Dalam 

perkara ini Penuntut Umum menghadirkan empat orang saksi dimana dari keterangan 

saksi antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan Terdakwa tidak menaruh 

keberatan satupun dan membenarakannya.  

2. Keterangan Terdakwa 

Keterangan Terdakwa Sadrak Lirmammana pada pokoknya mengakui dan 

membenarkan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum. 

3. Barang Bukti 

Barang bukti adalah barang yang berkaitan langsung dengan terjadinya suatu 

tindak pidana dan diajukan di persidangan guna menguatkan alat bukti lainnya. Jika 

barang bukti disebutkan dalam surat dakwaan dan diajukan ke persidangan maka 

Hakim haruslah menunjukan barang bukti tersebut di persidangan dan dihadapan 

terdakwa maupun saksi. Dalam perkara a quo barang bukti yang diajukan oleh penuntut 

umu adalah : 

 sebilah parang beserta sarung; 

 seutas tali  gantungan dan sweater berwarna merah. 

Berdasarkan hasil pembuktian dan fakta yang terungkap di persidangan 

Penuntut Umum berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah 

melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana dengan alasan semua unsur Pasal 

340 KUHP terpenuhi. 



 

 

Setelah Penuntut Umum membacakan surat tuntutan (Requisitoir), berupa 

tuntutan pidana penjara (Verordeling) selama 20 tahun Terdakwa melalui penasehat 

hukumnya hanya meminta keringanan  

Setelah Penuntu Umum mengajukan (Requisitoir) berupa tuntutan pidana 

penjara selama 20 tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, Terdakwa melalui 

penasehat hukumnya mengajukan nota pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya 

meminta keringanan pidana, maka hakim menjatuhkan putusan.  

Oleh karena surat dakwaan dalam perkara ini berbentuk subsidair maka 

dakwaan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan primair Pasal 340 

KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :  

1. barang siapa; 

2. dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain; 

3. dengan rencana terlebih dahulu. 

Perbedaan yang prinsip antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa 

terletak pada ada dan tidaknya unsur perencanaan terlebih dahulu oleh karena itu unsur-

unsur di dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan unsur-unsur Pasal 

338 KUHP tentang pembunuhan biasa selain unsur perencanaan terlebih dahulu adalah 

sama. 

Sebagaimana telah diuraikan  di atas Penuntut Umum berpendapat dan 

berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pembunuhan berencana, artinya 

Penuntut Umum berpendapat ada unsur perencanaan terlebih dahulu. Akan tetapi 

hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan berbedapendapat dan menyatakan 



 

 

bahwa unsur perencanaan terlebih dahulu tidak terbukti. 

Oleh karena unsur-unsur Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP yang berbeda 

hanya menyangkut tentang ada atau tidaknya perencanaan terlebih dahulu sedangkan 

unsur yang lainnya sama maka yang perlu dibahas adalah unsur perencanaan terlebih 

dahulu  

Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa unsur perencanaan 

terlebih dahulu tidak terbukti berdasarkan pada surat dakwaan dalam dakwaan primair 

Pasal 340 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum 

Saya tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa 

unsur perencanaan terlebih dahulu tidak terbukti, sebaiknya menurut hemat saya 

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur perencanaan terlebih 

dahulu terbukti berdasarkan pada keterangan ke empat saksi dikaitkan dengan 

keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa masih cukup waktu antara meneruskan dan 

mengurungkan niat untuk membunuh korban hal ini dapat diketahui ketika Terdakwa 

berada di Balai Desa yang bergegas pulang untuk mengambil parang di rumahnya dan 

Terdakwa kembali ke Balai Desa untuk mencari korban 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil 

penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam 

menerapkan unsur perencanaan lebih dahulu dalam perkara Nomor : 

6/Pid.B/2016/PN.Sml tidak tepat, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di 



 

 

persidangan terbukti ada jeda waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berfikir dengan 

tenang antara mengurungkan dan meneruskan perbuatannya, sehingga lebih tepat 

pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembunuhan berencana (Moord). 

 

Saran 

 Berpijak pada kesimpulan tersebut di atas, dapat diberikan saran bahwa Majelis Makim 

hendaknya lebih cermat dan teliti lagi dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan dengan memperhatikan secara seksama norma maupun teori yang ada. 
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